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Meningkatntya Organisasi yang
TUJ UAN Terwujudnya Kualitas Tata kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah yang bersih dan Akuntabel Akuntabel dan Melayani

INDIKATOR
TUJUAN

SASARAN

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja e
2. Tingkat Kepuasan terhadap
Pelayanan Organisasi

Opini BPK atas Laporan Keuangan

ESELONII

Usrisele e Terwujudnya Kualitas Pengelolaan

Barang Milik Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah . Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

1. Tepat Waktu Penyampaian APBD _ _
INDIKATOR 2. Tepat Waktu Penetausahaan keuangan 1. Persentase Akurasi Nilai BMD - mig:fv':;yg:(g‘;ar:::s;iperenca”aa"' Pelaporan dan
SASARAN 3. Tepat Waktu Penyampaian LKPD 2. Persentase Penurunan Jumlah Penempatan Pegawai sesuai Peta jabatan
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Meningkatnya pelayanan Umum dan kepegawaian
Meningkatnya pengelolaan BMD
Meningkatnya Kapasitas SDM Organisasi

Persentase Ranperda APBD,APBD-P dan Aset Bermasalah
Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yg
dievaluasi tepat waktu
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Program Pengelolaan Keuangan Program Pengelolaan Barang irogra_mt Pr(]anurtl)jang rL\Jrusan
Daerah Milik Daerah emerintahan Daera

Perbendaharaan
Anggaran dan ) ' .
Pembinaan Keuangan AkI;JnItanS|dan Pengelolaan BMD Sekretariat
Kab/Kota elaporan
KEGIATAN : g 9
SUB KEGIATAN - - _ q

PROGRAM

UNIT KERJA

ESELON IV



SASARAN

Indikator

ESELON I
Sasaran

PROGRAM

KEGIATAN

Sasaran
Kegiatan
Indikator

ESELON 11

Sasaran

SUB

22300 1L KEGIATAN

1. Meningkatnya Kualitas Penyusunan Anggaran Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Kab/Kota dalam penyusunan APBD,APBD-P dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

CASCADING BIDANG APKD BPKAD PROVINSI SUMBAR

Tepat Waktu penyusuan Ranperda tentag APBD,APBD-P, Kesesuaian Rancangan APBD,APBD-P dengan Dokumen Perencanaan dan Standar Penganggaran, Persentase
Kab/Kota yang menyampaikan Ranperda sesuai kaidah perundang-undangan, Kesesuaian Ranperda Pertanggungjawaban Kab/Kota dengan LHP BPK, Tepat waktu
evaluasi Ranperda APBD,APBD-P dan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah s
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Penyusunan Regulasi dan rencana Anggaran Daerah tepat Waktu

1 |

Jumlah Regulasi dan rencana Anggaran Daerah yang disusun

Koordinasi dan
Penyusunan KUA
dan PPAS

Koordinasi,
Penyusunandan
Verifikasi Perubahan
RKA-SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan DPA SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan DPA SKPD

¥

Koordinasi dan
Penyusunan
Perubahan KUA
dan Perubahan
PPAS

Koordinasi dan
Penyusunan Peraturan
Daerah tentang APBD dan
Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD

Koordinasi &
Penyusunan regulasi
serta Kebijakan
Bid.Anggaran

Koordinasi,
Penyusunan dan
Verifikasi RKA-
SKPD

Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala Daerah
tentang PerubahanPenjabaran
APBD

Pembinaan
perencanaan,pengangg
aran daerah Pemprov

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2. Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah kab/Kota
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Tertib Pengelolaan Keuangan Daerah kab/Kota

!

Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

EvaluasiRanperda
ttg APBD dan Ranper
KDH ttg Penjabaran
APBD Kab/Kota

Asistensi pengelolaan
Keuangan Kab/Kota

Koordinasi & Penyusunan
Lap.Keuangan Pemda
Konsolidasian Provinsidan
Kab/Kota dan Statistik Keuangan
Pemda
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Evaluasi Ranperda ttg
Perubahan APBD dan
Ranper KDH ttg
Perubahan Penjabaran
APBD Kab/Kota

Sosialisasi Regulasi
Bidang keuangan
Daerah

Pembinaan Implementasi
sistem Informasi
Pemerintahan Daerah
Bid.Keuda Kab/Kota

Evaluasi Ranperda ttg
Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Kab/Kota

Asistensi pengelolaan
Keuangan BLUD
Kab/Kota




SASARAN

Indikator

ESELON I
Sasaran

PROGRAM

KEGIATAN

Sasaran
Kegiatan
Indikator

ESELON 11

Sasaran

SUB

22300 1L KEGIATAN

1. Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah

2. Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tepat Waktu penerbitan SPD dan SP2D dan laporan Berkala, Tepat waktu Penyampaian persyaratan penyaluran Dana Transfer, Meningkatnya Kualitas Pengelolan
Kasda, Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan dengan Kategori Baik, Tepat Waktu Penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Daerah

CASCADING BIDANG PERBENDAHARAAN AKUTANSI & PELAPORAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah s
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Pengelolaan Perbendaharaan daerah tertib dan Tepat Waktu
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Persentase Penatausahaan Perbendaharaan yang terlaksana
sesuai ketentuan yang berlaku

l

Koordinasi dan Koordinasi, Fasilitasi, asistensi, Koordinasi da Penyusunan
Realisasi Laporan Penerimaan

sinkronisasi, supervisi, Monitoring
PengeIOIaan dan Evaluasi Pengelolaan Dana dan pengeluaran Kasda,Laporan
Kasda Perimbangan dan dana transfer lain Aliran Kas dan Pelaksanaan
Pemotongan PFK

e 5 Penyusunan Petunjuk Teknis Adm.
Rekonsiliasi Data Penerimaan Keuangan yang berkaitan dengan
dan Pengeluaran Kas serta Penerimaan dan pengeluaran Kas

Pemungutan dan Pemotongan serta Penatausahaan &

SP2D Instansi Terkait Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

2. Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan Berkualitas

!

Persentase Penyampaian laporan keuangan sesuai Pedoman

Rekonsiliasi dan Verifikasi Koordinasi & Penyusunan
Aset,Kewajiban,Ekuitas,P Konsolidasi Lapkeu Ranperda ttg
endapatan,Belanja,Pembi SKPD,BLUD dan Lapkeu Pertanggungjawaban
ayaan,Pendapatan LO dan Pemda Pelaksanaan APBD Provinsi &
Ranper KDH ttg Penjabaran

Beban
Pertanggungjawaban APBD

Penyusunan Analisis Pembinaan Akuntansi,

Koordinasi,Singkronisasi Laporan Pelaporan dan
dan Penyelesaian TPTGR Pertanggungjawan pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Pemprov




: SASARAN

Indikator
Sasaran

KEGIATAN

Sasaran
Kegiatan
Indikator

Sasaran

ESELON 11

ESELON 11

ESELON IV

SUB
KEGIATAN

1. Tertibnya Perencanaan Pengelolaan BMD
2. Tertibnya Administrasi BMD

Persentase Usulan Perencanaan BMD OPD yang disetujui, Persentase Kesesuaian Penatausahaan BMD pada Pengelola dengan Penatausahaan pada OPD, Persentase
Kesesuaian Pemanfaatan BMD dengan aturan Pemanfaatan BMD, Persentase Dokumen Pemindahtanganan BMD yang diterbitkan,Persentase Dokumen Penghapusan

BMD yang diterbitkan.

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pengelolaan Barang Milik Daerah
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CASCADING BIDANG PENGELOLAAN BMD

Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan,Pemanfaatan,Pemusnahan dan penghapusan BMD

Penyusunan
Standar Harga

Inventarisasi Barang
Milik Daerah

Rekonsiliasi Dalam
Rangka Penyusunan
Laporan Barang Milik

Daerah

Penyusunan Standar
Barang Milik Daerah dan
Standar Kebutuhan
Barang Milik Daerah

Pengamanan Barang
Milik Daerah

Penyusunan Laporan
Milik Daerah

-
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Penyusunan Rencana
Kebutuhan Barang Milik
Daerah

Penilaian Barang
Milik Daerah

Pembinaan Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Pemerintah
Kabupaten/Kota

Persentase Aset Daerah Terkelola sesuai Ketentuan

Penyusunan
Kebijakan
Pengelolaan Barang
Milik Daerah

Pengawasan dan
Pengendalian Pengelolaan
Barang Milik Daerah

Penatausahaan Barang

Milik Daerah

Optimalisasi Penggunaan,

Pemanfaatan, Pemindahtanganan,
Pemusnahan dan Penghapusan

Barang Milik Daerah




